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ABSTRAK

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE
(Analisis Putusan Nomor : 573/PID.SUS/2013/PN.TNG)

Nama /NPM : Feny Windiyastuti / 1407357014
Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Restorative Justice

Kejahatan anak atau disebut delikuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan
yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata
peraturan perundang-undangan. Restorative Justice yaitu suatu proses
dimana semua pihak yang berhungungan dengan tindak pidana tertentu
bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya
dimasa yang akan datang. Prinsip-prinsip Restorative Justice adalah, membuat
pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik
dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan
korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum
kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk
mengatasinya. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi adalah : (1)
Bagaimana ketentuan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan restorative justice di
Indonesia ?, (2) Bagaimana ketentuan sistem pemidanaan ke depan yang tepat
bagi anak sebagai pelaku tindak pidana setelah pengaturan restorative justice ?.
Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan
metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang ketentuan dan
penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
sebelum pengaturan restorative justice di Indonesia dan ketentuan sistem
pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana
setelah pengaturan restorative justice, berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder,
terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-umdangan yang
relevan dengan penilitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang ketentuan
dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
sebelum pengaturan restorative justice di Indonesia dan ketentuan sistem
pemidanaan ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana
setelah pengaturan restorative justice dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa
Sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah
pengaturan restorative justice, diharapkan lebih mengedepankan prinsip
proporsionalitas (the principle of proporsionality), artinya tidak semua kasus
harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan).
Pengertian Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang
diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa
syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan
dengan melibatkan orang tua atau wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan
Kementerian Sosial.



